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Abstrak 

Artikel ini membahas kedaulatan energi Indonesia sebagai persoalan multidimensional yang tidak dapat 
direduksi menjadi sekadar kecukupan pasokan atau kepemilikan sumber daya. Kedaulatan energi mencakup 
kemampuan negara dan masyarakat untuk menentukan arah sistem energi, menjamin akses yang andal dan 
terjangkau, mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal, membangun kapasitas teknologi 
domestik, serta mengelola dampak sosial-ekologis secara adil. Indonesia menghadapi dilema khas negara 
berkembang kaya sumber daya: batubara, minyak, dan gas masih menopang listrik, fiskal, industri, serta 
lapangan kerja, tetapi ketergantungan terhadap energi fosil juga menciptakan risiko impor, volatilitas harga, 
emisi, aset terlantar, dan ketertinggalan teknologi. Pada saat yang sama, transisi hijau menawarkan peluang 
industrialisasi baru melalui surya, panas bumi, hidro, bioenergi berkelanjutan, jaringan cerdas, penyimpanan 
energi, kendaraan listrik, hidrogen, dan mineral kritis, tetapi membutuhkan investasi, reformasi regulasi, 
pembiayaan, kesiapan jaringan, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan menggunakan perspektif 
ekonomi-politik, keamanan energi, transisi sosio-teknis, dan keadilan transisi, artikel ini menilai hubungan 
antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan kedaulatan energi jangka panjang. Argumen utama artikel 
adalah bahwa kedaulatan energi Indonesia tidak akan tercapai hanya dengan mempertahankan dominasi 
fosil atau, sebaliknya, mempercepat energi hijau tanpa memperhitungkan daya beli, keandalan, 
ketenagakerjaan, dan kapasitas industri. Strategi yang dibutuhkan adalah transisi terkelola: fosil diposisikan 
sebagai jembatan yang makin disiplin dan menurun, sementara investasi, teknologi, kelembagaan, dan 
insentif secara bertahap dipindahkan menuju sistem energi rendah karbon yang tangguh, terjangkau, inklusif, 
dan semakin berbasis kemampuan nasional. 

 
Kata Kunci: kedaulatan energi; ketahanan energi; batubara; minyak dan gas; transisi energi; energi 
terbarukan; ekonomi politik; keadilan transisi; RUPTL; dekarbonisasi; industrialisasi hijau; Indonesia 

 
Catatan konteks data: Angka mutakhir dalam naskah merujuk terutama pada publikasi Kementerian ESDM 
2025-2026 dan RUPTL PLN 2025-2034. Angka kebijakan dapat berubah mengikuti realisasi dan pembaruan 
regulasi. 

1. Pendahuluan: Energi sebagai Fondasi Kedaulatan 

Energi adalah prasyarat bagi hampir seluruh aktivitas ekonomi modern: produksi pangan, industri, 
logistik, digitalisasi, layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan kehidupan rumah tangga. Karena itu, 
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ketika sebuah negara tidak mampu menjamin energi yang cukup, terjangkau, andal, dan aman, maka 
kedaulatan ekonominya ikut tergerus. 

Bagi Indonesia, persoalan energi selalu memuat dua wajah. Di satu sisi terdapat kekayaan sumber daya 
fosil dan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Di sisi lain, terdapat ketimpangan geografis, 
kebutuhan investasi jaringan, ketergantungan pada impor produk minyak tertentu, dan perbedaan 
kemampuan membayar antarwilayah serta antarkelompok masyarakat. 

Transisi energi global menambahkan lapisan baru. Dunia bergerak menuju elektrifikasi, energi 
terbarukan, penyimpanan, kendaraan listrik, dan standar karbon yang semakin ketat. Perubahan ini bukan 
hanya agenda lingkungan; ia mengubah struktur perdagangan, teknologi, investasi, dan keunggulan 
kompetitif. 

Pertanyaan pokoknya bukan apakah Indonesia harus memilih fosil atau energi hijau secara biner, 
melainkan bagaimana mengatur urutan, kecepatan, pembiayaan, dan pembagian manfaat transisi agar tidak 
merusak keandalan energi dan tidak memperbesar ketimpangan. 

Konteks mutakhir memperlihatkan paradoks yang semakin jelas. Kementerian ESDM melaporkan bahwa 
bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025 mencapai 15,75 persen, dengan kapasitas terpasang EBT 
sekitar 15.630 MW. Pada saat yang sama, produksi batubara 2025 mencapai sekitar 790 juta ton dan 
sebagian besar tetap berorientasi ekspor, sedangkan lifting minyak rata-rata mencapai sekitar 605,3 ribu 
barel per hari. Di sektor kelistrikan, RUPTL 2025-2034 merencanakan tambahan kapasitas 69,5 GW; sekitar 
52,9 GW atau 76 persen berasal dari EBT dan penyimpanan energi. Rencana itu mencakup antara lain 17,1 
GW surya, 11,7 GW hidro, 7,2 GW angin, 5,2 GW panas bumi, 0,9 GW bioenergi, 0,5 GW nuklir, serta 10,3 GW 
storage. PLN juga merencanakan pembangunan sekitar 47.758 kilometer-sirkuit transmisi dan investasi 
jaringan/gardu induk yang sangat besar untuk membawa sumber energi terbarukan dari lokasi sumber 
menuju pusat permintaan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa transisi sedang berlangsung, tetapi struktur 
fosil belum dapat disebut selesai; Indonesia berada dalam fase hibrida ketika kebutuhan energi, penerimaan 
ekonomi, keamanan pasokan, dan dekarbonisasi harus dikelola secara bersamaan. 

Dalam konteks pendahuluan: energi sebagai fondasi kedaulatan, Dari dimensi ekonomi, persoalan ini 
perlu dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan kerja, dan efek terhadap 
neraca perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat menjadi mahal ketika 
eksternalitas, kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena itu, evaluasi kebijakan 
seharusnya membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya biaya kas 
jangka pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks pendahuluan: energi sebagai fondasi kedaulatan, Dari dimensi kelembagaan, kualitas 
koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, regulator, pemerintah 
daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang berbeda. Tanpa pembagian 
peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, proyek dapat tertunda meskipun 
potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
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menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks pendahuluan: energi sebagai fondasi kedaulatan, Dari dimensi sosial, distribusi manfaat 
dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif terhadap kenaikan 
harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama menghadapi risiko 
kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik bila tidak 
menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya bagi 
Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan 
menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. 
Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, 
biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok 
rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks pendahuluan: energi sebagai fondasi kedaulatan, Dari dimensi teknologi, pilihan hari ini 
menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan fasilitas industri memiliki umur 
panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola konsumsi puluhan tahun. Oleh sebab 
itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan sebagai nilai ekonomi, bukan sebagai 
tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang pendahuluan: energi sebagai fondasi kedaulatan 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi pengambil keputusan, pelajaran yang penting adalah membedakan antara tujuan, instrumen, dan 
indikator. Tujuan seperti kedaulatan, keterjangkauan, atau dekarbonisasi tidak boleh dicampur dengan 
instrumen tertentu seolah-olah hanya ada satu jalan. Instrumen dapat berubah mengikuti teknologi dan 
kondisi pasar, sedangkan indikator harus memungkinkan publik menilai apakah tujuan benar-benar tercapai. 
Pemisahan ini mengurangi perdebatan ideologis dan memperbesar ruang bagi kebijakan berbasis bukti. 
Dalam kerangka pendahuluan: energi sebagai fondasi kedaulatan, prinsip tersebut penting agar transformasi 
tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi dunia usaha, transisi perlu dibaca sebagai perubahan struktur biaya dan peluang investasi. 
Perusahaan yang lebih awal meningkatkan efisiensi, mengamankan pasokan energi rendah karbon, dan 
membangun kemampuan pelaporan emisi akan lebih siap menghadapi tuntutan pelanggan dan pasar 
ekspor. Sebaliknya, menunda adaptasi dapat menciptakan biaya penyesuaian yang lebih besar ketika 
standar global berubah dengan cepat. Dalam kerangka pendahuluan: energi sebagai fondasi kedaulatan, 
prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, 
ekonomi, dan teknologi. 
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2. Memahami Kedaulatan, Ketahanan, dan Kemandirian Energi 

Kedaulatan energi berbeda dari ketahanan energi. Ketahanan biasanya menekankan availability, 
affordability, accessibility, dan acceptability, sedangkan kedaulatan menambahkan dimensi siapa yang 
menentukan arah sistem energi, siapa yang menguasai infrastruktur dan teknologi, serta siapa yang 
memperoleh manfaat ekonominya. 

Kemandirian energi juga tidak identik dengan autarki. Negara dapat tetap mengimpor energi tertentu 
selama impor tersebut tidak menciptakan kerentanan strategis yang berlebihan. Yang penting adalah 
diversifikasi pemasok, cadangan, kapasitas substitusi, efisiensi, dan kemampuan domestik untuk 
beradaptasi ketika terjadi guncangan. 

Dalam konteks Indonesia, kedaulatan harus dibaca berlapis: kedaulatan sumber daya, kedaulatan 
teknologi, kedaulatan finansial, kedaulatan data dan infrastruktur digital energi, serta kedaulatan sosial 
berupa kemampuan masyarakat untuk memperoleh layanan energi yang bermutu. 

Pendekatan ini mencegah jebakan nasionalisme energi yang terlalu sempit. Menguasai sumber daya di 
dalam tanah belum berarti menguasai rantai nilai jika teknologi utama, pembiayaan, perangkat lunak, 
manufaktur komponen, atau pasar tetap sepenuhnya ditentukan pihak luar. 

Dalam konteks memahami kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi, Dari dimensi teknologi, 
pilihan hari ini menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan fasilitas industri 
memiliki umur panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola konsumsi puluhan tahun. 
Oleh sebab itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan sebagai nilai ekonomi, bukan 
sebagai tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks memahami kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi, Dari dimensi lingkungan, 
transisi perlu menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula kualitas udara, air, 
keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan siklus hidup 
membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak dari satu 
wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks memahami kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi, Dari dimensi geopolitik, 
ketergantungan tidak hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari minyak dan 
gas menuju mineral, teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. Strategi 
kedaulatan yang matang karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, dan 
pembangunan kemampuan domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Kedaulatan Energi Indonesia: Antara Fosil, Transisi Hijau, dan Kepentingan Ekonomi 
 
 
 

Halaman 6 

menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks memahami kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi, Dari perspektif manajemen 
risiko, kebijakan energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, cuaca, 
permintaan, dan kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi normal, 
tetapi rapuh ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi teknologi 
merupakan bentuk asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang memahami kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi dunia usaha, transisi perlu dibaca sebagai perubahan struktur biaya dan peluang investasi. 
Perusahaan yang lebih awal meningkatkan efisiensi, mengamankan pasokan energi rendah karbon, dan 
membangun kemampuan pelaporan emisi akan lebih siap menghadapi tuntutan pelanggan dan pasar 
ekspor. Sebaliknya, menunda adaptasi dapat menciptakan biaya penyesuaian yang lebih besar ketika 
standar global berubah dengan cepat. Dalam kerangka memahami kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian 
energi, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan 
politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi perguruan tinggi dan lembaga riset, agenda energi menuntut integrasi ilmu teknik, ekonomi, 
manajemen, hukum, lingkungan, dan ilmu sosial. Banyak kegagalan proyek bukan karena teknologinya tidak 
bekerja, melainkan karena desain kontrak, penerimaan sosial, tata kelola, atau model bisnis tidak memadai. 
Pendidikan energi karena itu harus melatih kemampuan lintas disiplin dan pemikiran sistem. Dalam kerangka 
memahami kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian energi, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak 
hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

3. Struktur Sistem Energi Indonesia: Warisan, Geografi, dan Permintaan 

Sistem energi Indonesia dibentuk oleh geografi kepulauan, konsentrasi penduduk, sejarah 
pembangunan, dan pola industrialisasi. Jawa-Bali memiliki pusat permintaan terbesar dan jaringan paling 
matang, sementara banyak wilayah timur menghadapi sistem kecil, terpisah, dan biaya penyediaan yang 
lebih tinggi. 

Struktur ini menjelaskan mengapa solusi yang seragam sering gagal. Sistem besar dapat menyerap 
pembangkit berkapasitas besar dan variasi beban, sedangkan pulau kecil lebih membutuhkan kombinasi 
surya, baterai, pembangkit fleksibel, dan manajemen permintaan. 
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Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi menaikkan kebutuhan listrik, bahan bakar transportasi, dan 
energi industri. Pada saat yang sama, digitalisasi menciptakan permintaan baru dari pusat data, 
telekomunikasi, pendinginan, dan infrastruktur komputasi. 

Karena itu, kedaulatan energi bukan hanya masalah penambahan pasokan, tetapi juga perencanaan 
permintaan. Efisiensi energi, standar bangunan, transportasi publik, tata ruang, dan elektrifikasi proses 
industri dapat mengurangi tekanan investasi sekaligus menekan emisi. 

Dalam konteks struktur sistem energi indonesia: warisan, geografi, dan permintaan, Dari perspektif 
manajemen risiko, kebijakan energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, 
cuaca, permintaan, dan kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi 
normal, tetapi rapuh ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi 
teknologi merupakan bentuk asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks struktur sistem energi indonesia: warisan, geografi, dan permintaan, Dari sudut keadilan 
antarwaktu, keputusan energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan masa 
depan. Menunda investasi dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; 
sebaliknya, percepatan tanpa perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat 
mencari jalur transisi dengan biaya penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks struktur sistem energi indonesia: warisan, geografi, dan permintaan, Dari dimensi 
ekonomi, persoalan ini perlu dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan 
kerja, dan efek terhadap neraca perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat 
menjadi mahal ketika eksternalitas, kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena 
itu, evaluasi kebijakan seharusnya membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, 
bukan hanya biaya kas jangka pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks struktur sistem energi indonesia: warisan, geografi, dan permintaan, Dari dimensi 
kelembagaan, kualitas koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, 
regulator, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang 
berbeda. Tanpa pembagian peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, 
proyek dapat tertunda meskipun potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
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demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang struktur sistem energi indonesia: warisan, geografi, dan 
permintaan menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan 
menghubungkan teknologi dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, 
dan strategi industri. Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan 
skenario, mengungkap trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta 
memperbarui kebijakan ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar 
dan menyesuaikan diri, bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi perguruan tinggi dan lembaga riset, agenda energi menuntut integrasi ilmu teknik, ekonomi, 
manajemen, hukum, lingkungan, dan ilmu sosial. Banyak kegagalan proyek bukan karena teknologinya tidak 
bekerja, melainkan karena desain kontrak, penerimaan sosial, tata kelola, atau model bisnis tidak memadai. 
Pendidikan energi karena itu harus melatih kemampuan lintas disiplin dan pemikiran sistem. Dalam kerangka 
struktur sistem energi indonesia: warisan, geografi, dan permintaan, prinsip tersebut penting agar 
transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi masyarakat, literasi energi menjadi bagian dari kewargaan modern. Konsumen perlu memahami 
bahwa keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan memiliki biaya yang harus dikelola bersama. 
Partisipasi publik yang informasional lebih mungkin menghasilkan kompromi yang adil dibanding kebijakan 
yang diputuskan secara tertutup dan baru dikomunikasikan ketika konflik muncul. Dalam kerangka struktur 
sistem energi indonesia: warisan, geografi, dan permintaan, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak 
hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

4. Batubara: Penopang Murah, Sumber Devisa, dan Risiko Ketergantungan 

Batubara memainkan peran sangat besar dalam listrik Indonesia karena cadangan domestik, 
infrastruktur yang telah tersedia, kontrak jangka panjang, dan biaya pembangkitan yang secara historis 
kompetitif. Ia juga menghasilkan penerimaan negara, ekspor, aktivitas ekonomi daerah, serta pekerjaan 
langsung dan tidak langsung. 

Namun keunggulan tersebut memiliki biaya tersembunyi: polusi lokal, emisi karbon, konflik lahan, beban 
kesehatan, kebutuhan air, serta risiko stranded assets ketika standar karbon dan teknologi energi global 
berubah. Pembangkitan murah di tingkat pembangkit belum tentu murah bagi masyarakat jika eksternalitas 
dimasukkan. 

Kebijakan Domestic Market Obligation memperlihatkan logika kedaulatan yang berbasis pengamanan 
pasokan dan harga. Akan tetapi, bila harga domestik dipertahankan terlalu jauh dari sinyal ekonomi, insentif 
efisiensi dan investasi teknologi rendah karbon dapat melemah. 

Kebijakan batubara perlu bergeser dari pertanyaan “bagaimana mempertahankan” menuju “bagaimana 
mengelola penurunan yang tertib”. Artinya, pembangkit yang paling tua, boros, dan polutif harus menjadi 
prioritas pensiun; kontrak baru dibatasi; daerah penghasil diberi strategi diversifikasi; dan pekerja mendapat 
jalur transisi yang kredibel. 

Dalam konteks batubara: penopang murah, sumber devisa, dan risiko ketergantungan, Dari dimensi 
kelembagaan, kualitas koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, 
regulator, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang 
berbeda. Tanpa pembagian peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, 
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proyek dapat tertunda meskipun potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks batubara: penopang murah, sumber devisa, dan risiko ketergantungan, Dari dimensi 
sosial, distribusi manfaat dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih 
sensitif terhadap kenaikan harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama 
menghadapi risiko kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik 
bila tidak menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya 
bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus 
diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila 
asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah 
pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik 
meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks batubara: penopang murah, sumber devisa, dan risiko ketergantungan, Dari dimensi 
teknologi, pilihan hari ini menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan 
fasilitas industri memiliki umur panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola 
konsumsi puluhan tahun. Oleh sebab itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan 
sebagai nilai ekonomi, bukan sebagai tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya 
kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, 
pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian 
membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, 
ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh 
perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks batubara: penopang murah, sumber devisa, dan risiko ketergantungan, Dari dimensi 
lingkungan, transisi perlu menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula 
kualitas udara, air, keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan 
siklus hidup membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak 
dari satu wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang batubara: penopang murah, sumber devisa, dan risiko 
ketergantungan menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan 
menghubungkan teknologi dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, 
dan strategi industri. Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan 
skenario, mengungkap trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta 
memperbarui kebijakan ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar 
dan menyesuaikan diri, bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 
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Bagi masyarakat, literasi energi menjadi bagian dari kewargaan modern. Konsumen perlu memahami 
bahwa keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan memiliki biaya yang harus dikelola bersama. 
Partisipasi publik yang informasional lebih mungkin menghasilkan kompromi yang adil dibanding kebijakan 
yang diputuskan secara tertutup dan baru dikomunikasikan ketika konflik muncul. Dalam kerangka batubara: 
penopang murah, sumber devisa, dan risiko ketergantungan, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak 
hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi pengambil keputusan, pelajaran yang penting adalah membedakan antara tujuan, instrumen, dan 
indikator. Tujuan seperti kedaulatan, keterjangkauan, atau dekarbonisasi tidak boleh dicampur dengan 
instrumen tertentu seolah-olah hanya ada satu jalan. Instrumen dapat berubah mengikuti teknologi dan 
kondisi pasar, sedangkan indikator harus memungkinkan publik menilai apakah tujuan benar-benar tercapai. 
Pemisahan ini mengurangi perdebatan ideologis dan memperbesar ruang bagi kebijakan berbasis bukti. 
Dalam kerangka batubara: penopang murah, sumber devisa, dan risiko ketergantungan, prinsip tersebut 
penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan 
teknologi. 

5. Minyak Bumi: Kerentanan Impor dan Politik Harga BBM 

Minyak memiliki posisi strategis karena transportasi jalan, logistik, penerbangan, petrokimia, dan banyak 
kegiatan ekonomi masih bergantung padanya. Indonesia menghadapi tantangan ketika produksi domestik 
tidak tumbuh secepat kebutuhan, sehingga impor minyak mentah atau produk BBM menjadi sumber 
kerentanan neraca perdagangan dan fiskal. 

Upaya peningkatan lifting tetap penting untuk mengurangi tekanan impor dalam jangka pendek. Namun 
strategi kedaulatan yang hanya mengejar produksi tanpa menekan pertumbuhan konsumsi akan berlari di 
tempat. Elektrifikasi kendaraan, transportasi publik, efisiensi mesin, dan tata kota menentukan sisi 
permintaan. 

Harga BBM adalah arena ekonomi-politik karena menyentuh inflasi, daya beli, legitimasi pemerintah, 
dan struktur biaya usaha. Subsidi dapat melindungi masyarakat ketika terjadi guncangan, tetapi subsidi 
berbasis komoditas sering dinikmati tidak proporsional oleh kelompok berpendapatan lebih tinggi yang 
mengonsumsi energi lebih banyak. 

Reformasi harus menyeimbangkan ketepatan sasaran, stabilitas makro, dan penerimaan sosial. 
Digitalisasi data penerima, kompensasi tunai yang transparan, serta penguatan transportasi publik dapat 
membuat kebijakan harga lebih adil tanpa menciptakan kejutan ekonomi. 

Dalam konteks minyak bumi: kerentanan impor dan politik harga bbm, Dari dimensi lingkungan, transisi 
perlu menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula kualitas udara, air, 
keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan siklus hidup 
membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak dari satu 
wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks minyak bumi: kerentanan impor dan politik harga bbm, Dari dimensi geopolitik, 
ketergantungan tidak hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari minyak dan 
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gas menuju mineral, teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. Strategi 
kedaulatan yang matang karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, dan 
pembangunan kemampuan domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks minyak bumi: kerentanan impor dan politik harga bbm, Dari perspektif manajemen risiko, 
kebijakan energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, cuaca, permintaan, 
dan kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi normal, tetapi rapuh 
ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi teknologi merupakan bentuk 
asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks minyak bumi: kerentanan impor dan politik harga bbm, Dari sudut keadilan antarwaktu, 
keputusan energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan masa depan. Menunda 
investasi dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; sebaliknya, percepatan 
tanpa perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat mencari jalur transisi dengan 
biaya penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang minyak bumi: kerentanan impor dan politik harga bbm 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi pengambil keputusan, pelajaran yang penting adalah membedakan antara tujuan, instrumen, dan 
indikator. Tujuan seperti kedaulatan, keterjangkauan, atau dekarbonisasi tidak boleh dicampur dengan 
instrumen tertentu seolah-olah hanya ada satu jalan. Instrumen dapat berubah mengikuti teknologi dan 
kondisi pasar, sedangkan indikator harus memungkinkan publik menilai apakah tujuan benar-benar tercapai. 
Pemisahan ini mengurangi perdebatan ideologis dan memperbesar ruang bagi kebijakan berbasis bukti. 
Dalam kerangka minyak bumi: kerentanan impor dan politik harga bbm, prinsip tersebut penting agar 
transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi dunia usaha, transisi perlu dibaca sebagai perubahan struktur biaya dan peluang investasi. 
Perusahaan yang lebih awal meningkatkan efisiensi, mengamankan pasokan energi rendah karbon, dan 
membangun kemampuan pelaporan emisi akan lebih siap menghadapi tuntutan pelanggan dan pasar 
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ekspor. Sebaliknya, menunda adaptasi dapat menciptakan biaya penyesuaian yang lebih besar ketika 
standar global berubah dengan cepat. Dalam kerangka minyak bumi: kerentanan impor dan politik harga 
bbm, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan 
politik, ekonomi, dan teknologi. 

6. Gas Alam: Energi Transisi atau Penguncian Fosil Baru? 

Gas alam sering diposisikan sebagai bahan bakar transisi karena pembangkit gas lebih fleksibel dan 
umumnya menghasilkan emisi karbon lebih rendah daripada batubara per satuan listrik. Fleksibilitas ini 
berguna ketika sistem menerima semakin banyak surya dan angin yang variabel. 

Namun gas bukan otomatis hijau. Kebocoran metana sepanjang rantai pasok dapat mengurangi manfaat 
iklim, sedangkan investasi terminal, pipa, dan pembangkit baru berumur panjang dapat menciptakan lock-in 
bila tidak dirancang untuk penggunaan yang menurun atau beralih fungsi. 

Bagi Indonesia yang wilayahnya terpencar, infrastruktur gas juga menghadapi tantangan ekonomi skala. 
Di beberapa wilayah, LNG skala kecil atau gasifikasi pembangkit diesel dapat menjadi jembatan, tetapi 
evaluasi harus dibandingkan dengan surya-baterai, hidro, panas bumi, dan interkoneksi. 

Prinsip kebijakan yang sehat adalah menggunakan gas secara selektif untuk fleksibilitas, keandalan, 
industri yang sulit dielektrifikasi, dan penggantian bahan bakar yang lebih kotor, bukan sebagai alasan 
memperpanjang ketergantungan fosil tanpa batas. 

Dalam konteks gas alam: energi transisi atau penguncian fosil baru?, Dari sudut keadilan antarwaktu, 
keputusan energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan masa depan. Menunda 
investasi dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; sebaliknya, percepatan 
tanpa perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat mencari jalur transisi dengan 
biaya penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks gas alam: energi transisi atau penguncian fosil baru?, Dari dimensi ekonomi, persoalan 
ini perlu dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan kerja, dan efek terhadap 
neraca perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat menjadi mahal ketika 
eksternalitas, kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena itu, evaluasi kebijakan 
seharusnya membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya biaya kas 
jangka pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks gas alam: energi transisi atau penguncian fosil baru?, Dari dimensi kelembagaan, 
kualitas koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, regulator, 
pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang berbeda. Tanpa 
pembagian peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, proyek dapat 
tertunda meskipun potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia adalah 
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perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan 
proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks gas alam: energi transisi atau penguncian fosil baru?, Dari dimensi sosial, distribusi 
manfaat dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif terhadap 
kenaikan harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama menghadapi risiko 
kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik bila tidak 
menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya bagi 
Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan 
menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. 
Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, 
biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok 
rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang gas alam: energi transisi atau penguncian fosil baru? 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi dunia usaha, transisi perlu dibaca sebagai perubahan struktur biaya dan peluang investasi. 
Perusahaan yang lebih awal meningkatkan efisiensi, mengamankan pasokan energi rendah karbon, dan 
membangun kemampuan pelaporan emisi akan lebih siap menghadapi tuntutan pelanggan dan pasar 
ekspor. Sebaliknya, menunda adaptasi dapat menciptakan biaya penyesuaian yang lebih besar ketika 
standar global berubah dengan cepat. Dalam kerangka gas alam: energi transisi atau penguncian fosil baru?, 
prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, 
ekonomi, dan teknologi. 

Bagi perguruan tinggi dan lembaga riset, agenda energi menuntut integrasi ilmu teknik, ekonomi, 
manajemen, hukum, lingkungan, dan ilmu sosial. Banyak kegagalan proyek bukan karena teknologinya tidak 
bekerja, melainkan karena desain kontrak, penerimaan sosial, tata kelola, atau model bisnis tidak memadai. 
Pendidikan energi karena itu harus melatih kemampuan lintas disiplin dan pemikiran sistem. Dalam kerangka 
gas alam: energi transisi atau penguncian fosil baru?, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya 
cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

7. Subsidi Energi, Tarif, dan Kontrak Sosial 

Subsidi energi adalah salah satu instrumen paling sensitif karena energi merupakan input universal. 
Ketika tarif listrik atau BBM berubah, dampaknya merambat ke biaya transportasi, pangan, produksi, dan 
persepsi kesejahteraan. Karena itu, reformasi subsidi selalu bersifat teknis sekaligus politis. 

Secara ekonomi, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi ruang fiskal untuk pendidikan, 
kesehatan, jaringan listrik, transportasi publik, dan energi terbarukan. Secara sosial, penghapusan yang 
terlalu cepat dapat memperburuk kemiskinan energi dan memicu resistensi. 
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Kedaulatan energi memerlukan kontrak sosial baru: negara menjamin akses minimum yang layak dan 
melindungi kelompok rentan, sementara harga secara bertahap mencerminkan biaya dan mendorong 
efisiensi. Perlindungan harus lebih banyak diarahkan kepada orang daripada komoditas. 

Transparansi menjadi kunci. Publik perlu mengetahui komponen biaya, manfaat subsidi, siapa 
penerimanya, serta bagaimana penghematan fiskal dialihkan untuk layanan publik dan investasi energi yang 
memperkuat ketahanan jangka panjang. 

Dalam konteks subsidi energi, tarif, dan kontrak sosial, Dari dimensi sosial, distribusi manfaat dan biaya 
harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif terhadap kenaikan harga 
energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama menghadapi risiko kehilangan 
pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik bila tidak menyediakan 
kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya bagi Indonesia adalah 
perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan 
proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks subsidi energi, tarif, dan kontrak sosial, Dari dimensi teknologi, pilihan hari ini 
menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan fasilitas industri memiliki umur 
panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola konsumsi puluhan tahun. Oleh sebab 
itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan sebagai nilai ekonomi, bukan sebagai 
tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks subsidi energi, tarif, dan kontrak sosial, Dari dimensi lingkungan, transisi perlu 
menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula kualitas udara, air, 
keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan siklus hidup 
membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak dari satu 
wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks subsidi energi, tarif, dan kontrak sosial, Dari dimensi geopolitik, ketergantungan tidak 
hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari minyak dan gas menuju mineral, 
teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. Strategi kedaulatan yang matang 
karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, dan pembangunan kemampuan 
domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. 
Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme 
koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: 
apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan 
domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 
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Secara keseluruhan, pembahasan tentang subsidi energi, tarif, dan kontrak sosial menunjukkan bahwa 
pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi dengan struktur 
insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. Karena itu, pemerintah 
perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap trade-off secara terbuka, 
menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan ketika bukti baru tersedia. 
Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, bukan ketika kebijakan 
dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi perguruan tinggi dan lembaga riset, agenda energi menuntut integrasi ilmu teknik, ekonomi, 
manajemen, hukum, lingkungan, dan ilmu sosial. Banyak kegagalan proyek bukan karena teknologinya tidak 
bekerja, melainkan karena desain kontrak, penerimaan sosial, tata kelola, atau model bisnis tidak memadai. 
Pendidikan energi karena itu harus melatih kemampuan lintas disiplin dan pemikiran sistem. Dalam kerangka 
subsidi energi, tarif, dan kontrak sosial, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi 
juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi masyarakat, literasi energi menjadi bagian dari kewargaan modern. Konsumen perlu memahami 
bahwa keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan memiliki biaya yang harus dikelola bersama. 
Partisipasi publik yang informasional lebih mungkin menghasilkan kompromi yang adil dibanding kebijakan 
yang diputuskan secara tertutup dan baru dikomunikasikan ketika konflik muncul. Dalam kerangka subsidi 
energi, tarif, dan kontrak sosial, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga 
tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

8. Kelistrikan Nasional dan Peran Strategis PLN 

Listrik adalah tulang punggung transisi karena transportasi, bangunan, industri, dan layanan digital 
semakin dielektrifikasi. PLN memiliki posisi unik sebagai perencana sistem, pembeli listrik, operator jaringan, 
dan penyedia layanan publik, sehingga transformasi korporasi ini menentukan laju transisi nasional. 

RUPTL 2025-2034 memberi sinyal pergeseran besar dengan porsi penambahan EBT dan storage yang 
dominan. Tantangan implementasinya adalah memastikan proyek tidak berhenti pada daftar rencana, tetapi 
mencapai financial close, konstruksi, koneksi jaringan, dan operasi komersial tepat waktu. 

Model pengadaan juga menentukan biaya modal. Kontrak yang bankable, proses lelang kompetitif, 
kepastian interkoneksi, aturan curtailment, dan pembagian risiko yang jelas dapat menurunkan biaya listrik 
terbarukan tanpa mengorbankan keandalan. 

Di sisi lain, PLN memikul kewajiban pelayanan publik dan struktur biaya warisan. Karena itu, reformasi 
harus menjaga kesehatan keuangan perusahaan, mencegah beban kontrak yang tidak efisien, dan memberi 
insentif agar PLN memperoleh manfaat dari efisiensi serta integrasi energi bersih, bukan hanya dari 
penjualan kilowatt-jam. 

Dalam konteks kelistrikan nasional dan peran strategis pln, Dari dimensi geopolitik, ketergantungan 
tidak hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari minyak dan gas menuju 
mineral, teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. Strategi kedaulatan yang 
matang karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, dan pembangunan 
kemampuan domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 
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Dalam konteks kelistrikan nasional dan peran strategis pln, Dari perspektif manajemen risiko, kebijakan 
energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, cuaca, permintaan, dan 
kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi normal, tetapi rapuh 
ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi teknologi merupakan bentuk 
asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks kelistrikan nasional dan peran strategis pln, Dari sudut keadilan antarwaktu, keputusan 
energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan masa depan. Menunda investasi 
dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; sebaliknya, percepatan tanpa 
perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat mencari jalur transisi dengan biaya 
penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks kelistrikan nasional dan peran strategis pln, Dari dimensi ekonomi, persoalan ini perlu 
dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan kerja, dan efek terhadap neraca 
perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat menjadi mahal ketika eksternalitas, 
kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena itu, evaluasi kebijakan seharusnya 
membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya biaya kas jangka 
pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. 
Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme 
koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: 
apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan 
domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang kelistrikan nasional dan peran strategis pln menunjukkan 
bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi dengan 
struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. Karena itu, 
pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap trade-off 
secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan ketika 
bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, bukan 
ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi masyarakat, literasi energi menjadi bagian dari kewargaan modern. Konsumen perlu memahami 
bahwa keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan memiliki biaya yang harus dikelola bersama. 
Partisipasi publik yang informasional lebih mungkin menghasilkan kompromi yang adil dibanding kebijakan 
yang diputuskan secara tertutup dan baru dikomunikasikan ketika konflik muncul. Dalam kerangka 
kelistrikan nasional dan peran strategis pln, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, 
tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi pengambil keputusan, pelajaran yang penting adalah membedakan antara tujuan, instrumen, dan 
indikator. Tujuan seperti kedaulatan, keterjangkauan, atau dekarbonisasi tidak boleh dicampur dengan 
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instrumen tertentu seolah-olah hanya ada satu jalan. Instrumen dapat berubah mengikuti teknologi dan 
kondisi pasar, sedangkan indikator harus memungkinkan publik menilai apakah tujuan benar-benar tercapai. 
Pemisahan ini mengurangi perdebatan ideologis dan memperbesar ruang bagi kebijakan berbasis bukti. 
Dalam kerangka kelistrikan nasional dan peran strategis pln, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak 
hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

9. Potensi Energi Terbarukan: Dari Potensi Teknis ke Proyek Nyata 

Indonesia memiliki potensi surya, hidro, panas bumi, bioenergi, angin, dan energi laut. Tetapi potensi 
teknis bukan sama dengan potensi ekonomis, dan potensi ekonomis belum tentu menjadi proyek. Perizinan, 
akses lahan, jaringan, biaya modal, kemampuan pengembang, serta risiko sosial menentukan konversinya. 

Kesalahan umum kebijakan adalah menonjolkan besarnya potensi tanpa membangun ekosistem 
implementasi. Kedaulatan energi memerlukan pipeline proyek yang siap investasi, data sumber daya 
terbuka, standar kontrak, penyederhanaan izin yang tetap menjaga lingkungan, serta koordinasi pusat-
daerah. 

Kebijakan juga perlu menghindari perlombaan mengejar kapasitas terpasang tanpa memperhatikan 
faktor kapasitas, lokasi sistem, kebutuhan fleksibilitas, dan nilai sistem. Satu megawatt di sistem terpencil 
dapat memiliki nilai berbeda dari satu megawatt di sistem besar. 

Diversifikasi teknologi mengurangi risiko. Kombinasi surya, hidro, panas bumi, bioenergi yang 
berkelanjutan, penyimpanan, interkoneksi, dan demand response menciptakan portofolio yang lebih tangguh 
terhadap cuaca, harga bahan bakar, dan gangguan pasokan. 

Dalam konteks potensi energi terbarukan: dari potensi teknis ke proyek nyata, Dari dimensi ekonomi, 
persoalan ini perlu dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan kerja, dan efek 
terhadap neraca perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat menjadi mahal 
ketika eksternalitas, kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena itu, evaluasi 
kebijakan seharusnya membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya 
biaya kas jangka pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks potensi energi terbarukan: dari potensi teknis ke proyek nyata, Dari dimensi 
kelembagaan, kualitas koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, 
regulator, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang 
berbeda. Tanpa pembagian peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, 
proyek dapat tertunda meskipun potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks potensi energi terbarukan: dari potensi teknis ke proyek nyata, Dari dimensi sosial, 
distribusi manfaat dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif 
terhadap kenaikan harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama 
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menghadapi risiko kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik 
bila tidak menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya 
bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus 
diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila 
asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah 
pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik 
meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks potensi energi terbarukan: dari potensi teknis ke proyek nyata, Dari dimensi teknologi, 
pilihan hari ini menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan fasilitas industri 
memiliki umur panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola konsumsi puluhan tahun. 
Oleh sebab itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan sebagai nilai ekonomi, bukan 
sebagai tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang potensi energi terbarukan: dari potensi teknis ke proyek nyata 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi pengambil keputusan, pelajaran yang penting adalah membedakan antara tujuan, instrumen, dan 
indikator. Tujuan seperti kedaulatan, keterjangkauan, atau dekarbonisasi tidak boleh dicampur dengan 
instrumen tertentu seolah-olah hanya ada satu jalan. Instrumen dapat berubah mengikuti teknologi dan 
kondisi pasar, sedangkan indikator harus memungkinkan publik menilai apakah tujuan benar-benar tercapai. 
Pemisahan ini mengurangi perdebatan ideologis dan memperbesar ruang bagi kebijakan berbasis bukti. 
Dalam kerangka potensi energi terbarukan: dari potensi teknis ke proyek nyata, prinsip tersebut penting agar 
transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi dunia usaha, transisi perlu dibaca sebagai perubahan struktur biaya dan peluang investasi. 
Perusahaan yang lebih awal meningkatkan efisiensi, mengamankan pasokan energi rendah karbon, dan 
membangun kemampuan pelaporan emisi akan lebih siap menghadapi tuntutan pelanggan dan pasar 
ekspor. Sebaliknya, menunda adaptasi dapat menciptakan biaya penyesuaian yang lebih besar ketika 
standar global berubah dengan cepat. Dalam kerangka potensi energi terbarukan: dari potensi teknis ke 
proyek nyata, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap 
perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

10. Tenaga Surya: Teknologi Demokratis dengan Tantangan Sistem 

Surya memiliki keunggulan modular, waktu konstruksi relatif cepat, dan dapat diterapkan dari atap 
rumah hingga pembangkit skala utilitas. Penurunan biaya global menjadikannya salah satu kandidat utama 
pertumbuhan energi bersih di Indonesia. 
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Namun penetrasi tinggi membutuhkan jaringan yang lebih fleksibel. Produksi siang hari harus diimbangi 
dengan penyimpanan, pembangkit fleksibel, interkoneksi, tarif waktu penggunaan, dan pengelolaan 
permintaan agar sistem tetap stabil ketika matahari turun. 

Kedaulatan teknologi surya tidak berarti seluruh komponen harus diproduksi domestik sejak awal. Yang 
lebih realistis adalah membangun kompetensi bertahap: engineering, EPC, operasi dan pemeliharaan, 
manufaktur komponen yang kompetitif, daur ulang, perangkat lunak, inverter, serta integrasi sistem. 

Regulasi PLTS atap juga perlu konsisten. Ketidakpastian aturan menghambat investasi rumah tangga 
dan industri. Kebijakan yang baik menyeimbangkan hak konsumen menghasilkan listrik sendiri dengan 
kebutuhan pemulihan biaya jaringan dan stabilitas sistem. 

Dalam konteks tenaga surya: teknologi demokratis dengan tantangan sistem, Dari dimensi teknologi, 
pilihan hari ini menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan fasilitas industri 
memiliki umur panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola konsumsi puluhan tahun. 
Oleh sebab itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan sebagai nilai ekonomi, bukan 
sebagai tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks tenaga surya: teknologi demokratis dengan tantangan sistem, Dari dimensi lingkungan, 
transisi perlu menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula kualitas udara, air, 
keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan siklus hidup 
membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak dari satu 
wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks tenaga surya: teknologi demokratis dengan tantangan sistem, Dari dimensi geopolitik, 
ketergantungan tidak hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari minyak dan 
gas menuju mineral, teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. Strategi 
kedaulatan yang matang karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, dan 
pembangunan kemampuan domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks tenaga surya: teknologi demokratis dengan tantangan sistem, Dari perspektif 
manajemen risiko, kebijakan energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, 
cuaca, permintaan, dan kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi 
normal, tetapi rapuh ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi 
teknologi merupakan bentuk asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
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indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang tenaga surya: teknologi demokratis dengan tantangan sistem 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi dunia usaha, transisi perlu dibaca sebagai perubahan struktur biaya dan peluang investasi. 
Perusahaan yang lebih awal meningkatkan efisiensi, mengamankan pasokan energi rendah karbon, dan 
membangun kemampuan pelaporan emisi akan lebih siap menghadapi tuntutan pelanggan dan pasar 
ekspor. Sebaliknya, menunda adaptasi dapat menciptakan biaya penyesuaian yang lebih besar ketika 
standar global berubah dengan cepat. Dalam kerangka tenaga surya: teknologi demokratis dengan tantangan 
sistem, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan 
politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi perguruan tinggi dan lembaga riset, agenda energi menuntut integrasi ilmu teknik, ekonomi, 
manajemen, hukum, lingkungan, dan ilmu sosial. Banyak kegagalan proyek bukan karena teknologinya tidak 
bekerja, melainkan karena desain kontrak, penerimaan sosial, tata kelola, atau model bisnis tidak memadai. 
Pendidikan energi karena itu harus melatih kemampuan lintas disiplin dan pemikiran sistem. Dalam kerangka 
tenaga surya: teknologi demokratis dengan tantangan sistem, prinsip tersebut penting agar transformasi 
tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

11. Panas Bumi, Hidro, dan Energi Terbarukan Firm 

Panas bumi dan hidro memberi keunggulan karena dapat menyediakan energi lebih stabil dibanding 
sumber variabel. Indonesia memiliki posisi penting dalam panas bumi dunia, sehingga pengembangan sektor 
ini berhubungan langsung dengan kedaulatan sumber daya dan kompetensi teknologi. 

Kendala utama panas bumi adalah risiko eksplorasi, kebutuhan modal besar di awal, waktu 
pengembangan panjang, dan sensitivitas lokasi. Skema mitigasi risiko eksplorasi, data geologi yang lebih 
baik, dan kepastian tarif dapat mengurangi biaya modal. 

Hidro juga strategis, termasuk pumped storage yang dapat menyimpan energi dan menyeimbangkan 
sistem. Namun proyek bendungan harus memperhitungkan ekologi sungai, sedimentasi, perpindahan 
masyarakat, perubahan pola mata pencaharian, dan risiko iklim. 

Prinsip transisi berkelanjutan adalah tidak mengganti masalah karbon dengan masalah sosial-ekologis 
lain. Energi terbarukan harus dinilai berdasarkan keseluruhan siklus hidup, dampak wilayah, partisipasi 
masyarakat, serta distribusi manfaat. 

Dalam konteks panas bumi, hidro, dan energi terbarukan firm, Dari perspektif manajemen risiko, 
kebijakan energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, cuaca, permintaan, 
dan kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi normal, tetapi rapuh 
ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi teknologi merupakan bentuk 
asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
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nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks panas bumi, hidro, dan energi terbarukan firm, Dari sudut keadilan antarwaktu, 
keputusan energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan masa depan. Menunda 
investasi dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; sebaliknya, percepatan 
tanpa perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat mencari jalur transisi dengan 
biaya penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks panas bumi, hidro, dan energi terbarukan firm, Dari dimensi ekonomi, persoalan ini perlu 
dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan kerja, dan efek terhadap neraca 
perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat menjadi mahal ketika eksternalitas, 
kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena itu, evaluasi kebijakan seharusnya 
membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya biaya kas jangka 
pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. 
Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme 
koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: 
apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan 
domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks panas bumi, hidro, dan energi terbarukan firm, Dari dimensi kelembagaan, kualitas 
koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, regulator, pemerintah 
daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang berbeda. Tanpa pembagian 
peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, proyek dapat tertunda meskipun 
potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang panas bumi, hidro, dan energi terbarukan firm menunjukkan 
bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi dengan 
struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. Karena itu, 
pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap trade-off 
secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan ketika 
bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, bukan 
ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi perguruan tinggi dan lembaga riset, agenda energi menuntut integrasi ilmu teknik, ekonomi, 
manajemen, hukum, lingkungan, dan ilmu sosial. Banyak kegagalan proyek bukan karena teknologinya tidak 
bekerja, melainkan karena desain kontrak, penerimaan sosial, tata kelola, atau model bisnis tidak memadai. 
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Pendidikan energi karena itu harus melatih kemampuan lintas disiplin dan pemikiran sistem. Dalam kerangka 
panas bumi, hidro, dan energi terbarukan firm, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, 
tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi masyarakat, literasi energi menjadi bagian dari kewargaan modern. Konsumen perlu memahami 
bahwa keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan memiliki biaya yang harus dikelola bersama. 
Partisipasi publik yang informasional lebih mungkin menghasilkan kompromi yang adil dibanding kebijakan 
yang diputuskan secara tertutup dan baru dikomunikasikan ketika konflik muncul. Dalam kerangka panas 
bumi, hidro, dan energi terbarukan firm, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi 
juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

12. Bioenergi dan Bahan Bakar Nabati: Peluang serta Batas Keberlanjutan 

Bioenergi memiliki daya tarik karena dapat memanfaatkan sumber daya domestik dan menggantikan 
sebagian bahan bakar fosil. Program biodiesel, termasuk peningkatan campuran, dapat mengurangi impor 
solar dan memperkuat permintaan bagi komoditas domestik. 

Namun keberlanjutan bergantung pada asal bahan baku. Bila ekspansi menyebabkan deforestasi, 
konflik lahan, atau peningkatan emisi dari perubahan penggunaan lahan, manfaat iklim dan sosial dapat 
berkurang. Standar traceability dan produktivitas lahan menjadi penting. 

Bioenergi sebaiknya diprioritaskan untuk residu, limbah, dan sektor yang sulit dielektrifikasi. 
Penggunaan biomassa primer perlu tunduk pada standar keberlanjutan yang ketat agar tidak berkompetisi 
secara berlebihan dengan pangan, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem. 

Dalam perspektif kedaulatan, nilai tambah terbesar muncul ketika rantai pasok, teknologi konversi, riset 
bahan baku generasi lanjut, dan sertifikasi dikembangkan di dalam negeri, bukan hanya ketika volume bahan 
bakar nabati bertambah. 

Dalam konteks bioenergi dan bahan bakar nabati: peluang serta batas keberlanjutan, Dari dimensi 
kelembagaan, kualitas koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, 
regulator, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang 
berbeda. Tanpa pembagian peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, 
proyek dapat tertunda meskipun potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks bioenergi dan bahan bakar nabati: peluang serta batas keberlanjutan, Dari dimensi 
sosial, distribusi manfaat dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih 
sensitif terhadap kenaikan harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama 
menghadapi risiko kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik 
bila tidak menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya 
bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus 
diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila 
asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah 
pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik 
meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 
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Dalam konteks bioenergi dan bahan bakar nabati: peluang serta batas keberlanjutan, Dari dimensi 
teknologi, pilihan hari ini menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan 
fasilitas industri memiliki umur panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola 
konsumsi puluhan tahun. Oleh sebab itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan 
sebagai nilai ekonomi, bukan sebagai tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya 
kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, 
pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian 
membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, 
ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh 
perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks bioenergi dan bahan bakar nabati: peluang serta batas keberlanjutan, Dari dimensi 
lingkungan, transisi perlu menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula 
kualitas udara, air, keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan 
siklus hidup membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak 
dari satu wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang bioenergi dan bahan bakar nabati: peluang serta batas 
keberlanjutan menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan 
menghubungkan teknologi dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, 
dan strategi industri. Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan 
skenario, mengungkap trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta 
memperbarui kebijakan ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar 
dan menyesuaikan diri, bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi masyarakat, literasi energi menjadi bagian dari kewargaan modern. Konsumen perlu memahami 
bahwa keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan memiliki biaya yang harus dikelola bersama. 
Partisipasi publik yang informasional lebih mungkin menghasilkan kompromi yang adil dibanding kebijakan 
yang diputuskan secara tertutup dan baru dikomunikasikan ketika konflik muncul. Dalam kerangka bioenergi 
dan bahan bakar nabati: peluang serta batas keberlanjutan, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak 
hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

Bagi pengambil keputusan, pelajaran yang penting adalah membedakan antara tujuan, instrumen, dan 
indikator. Tujuan seperti kedaulatan, keterjangkauan, atau dekarbonisasi tidak boleh dicampur dengan 
instrumen tertentu seolah-olah hanya ada satu jalan. Instrumen dapat berubah mengikuti teknologi dan 
kondisi pasar, sedangkan indikator harus memungkinkan publik menilai apakah tujuan benar-benar tercapai. 
Pemisahan ini mengurangi perdebatan ideologis dan memperbesar ruang bagi kebijakan berbasis bukti. 
Dalam kerangka bioenergi dan bahan bakar nabati: peluang serta batas keberlanjutan, prinsip tersebut 
penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan 
teknologi. 
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13. Jaringan, Penyimpanan, dan Digitalisasi: Infrastruktur Tak Terlihat dari 

Transisi 

Transisi energi sering dibicarakan melalui pembangkit, padahal jaringan listrik adalah infrastruktur 
penentu. Sumber EBT terbaik sering jauh dari pusat konsumsi, sehingga pembangunan transmisi dan gardu 
induk menentukan apakah energi tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan. 

Rencana Green Super Grid dalam RUPTL 2025-2034 menunjukkan pengakuan terhadap tantangan 
tersebut. Interkoneksi antarpulau dan antarsistem dapat memperbesar cadangan bersama, mengurangi 
kebutuhan pembangkit mahal, dan memungkinkan berbagi energi terbarukan antarwilayah. 

Penyimpanan seperti baterai dan pumped storage mengubah energi variabel menjadi layanan sistem 
yang lebih bernilai. Namun storage harus dinilai bukan hanya dari biaya per kWh, melainkan dari layanan 
kapasitas, pengaturan frekuensi, pengurangan curtailment, dan penundaan investasi jaringan. 

Digitalisasi memperluas kemampuan forecasting, dispatch, smart meter, demand response, dan deteksi 
gangguan. Tetapi digitalisasi juga menciptakan risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi, 
sehingga standar keamanan, interoperabilitas, serta penguasaan data menjadi bagian dari kedaulatan 
energi. 

Dalam konteks jaringan, penyimpanan, dan digitalisasi: infrastruktur tak terlihat dari transisi, Dari 
dimensi lingkungan, transisi perlu menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu 
pula kualitas udara, air, keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. 
Pendekatan siklus hidup membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah 
pemindahan dampak dari satu wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah 
perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan 
proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks jaringan, penyimpanan, dan digitalisasi: infrastruktur tak terlihat dari transisi, Dari 
dimensi geopolitik, ketergantungan tidak hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat 
berpindah dari minyak dan gas menuju mineral, teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau 
pembiayaan. Strategi kedaulatan yang matang karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, 
cadangan strategis, dan pembangunan kemampuan domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya 
kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, 
pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian 
membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, 
ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh 
perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks jaringan, penyimpanan, dan digitalisasi: infrastruktur tak terlihat dari transisi, Dari 
perspektif manajemen risiko, kebijakan energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, 
teknologi, cuaca, permintaan, dan kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien 
pada kondisi normal, tetapi rapuh ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, 
dan opsi teknologi merupakan bentuk asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya 
kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, 
pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian 
membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, 
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ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh 
perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks jaringan, penyimpanan, dan digitalisasi: infrastruktur tak terlihat dari transisi, Dari sudut 
keadilan antarwaktu, keputusan energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan 
masa depan. Menunda investasi dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; 
sebaliknya, percepatan tanpa perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat 
mencari jalur transisi dengan biaya penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang jaringan, penyimpanan, dan digitalisasi: infrastruktur tak 
terlihat dari transisi menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan 
menghubungkan teknologi dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, 
dan strategi industri. Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan 
skenario, mengungkap trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta 
memperbarui kebijakan ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar 
dan menyesuaikan diri, bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi pengambil keputusan, pelajaran yang penting adalah membedakan antara tujuan, instrumen, dan 
indikator. Tujuan seperti kedaulatan, keterjangkauan, atau dekarbonisasi tidak boleh dicampur dengan 
instrumen tertentu seolah-olah hanya ada satu jalan. Instrumen dapat berubah mengikuti teknologi dan 
kondisi pasar, sedangkan indikator harus memungkinkan publik menilai apakah tujuan benar-benar tercapai. 
Pemisahan ini mengurangi perdebatan ideologis dan memperbesar ruang bagi kebijakan berbasis bukti. 
Dalam kerangka jaringan, penyimpanan, dan digitalisasi: infrastruktur tak terlihat dari transisi, prinsip 
tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, 
dan teknologi. 

14. Energi Nuklir: Opsi Strategis yang Memerlukan Tata Kelola Tinggi 

Masuknya nuklir dalam perencanaan jangka panjang menunjukkan bahwa Indonesia 
mempertimbangkan portofolio teknologi lebih luas. Nuklir menawarkan listrik rendah karbon yang stabil dan 
berpotensi membantu sistem ketika kebutuhan energi besar tumbuh. 

Namun keputusan nuklir tidak dapat diperlakukan seperti pengadaan pembangkit biasa. Ia memerlukan 
regulasi independen, budaya keselamatan, kesiapan sumber daya manusia, pengelolaan limbah, jaminan 
pembiayaan, rencana dekomisioning, serta mekanisme tanggung jawab yang sangat jelas. 

Biaya modal dan risiko keterlambatan harus dibandingkan secara transparan dengan alternatif seperti 
kombinasi surya, hidro, panas bumi, storage, dan interkoneksi. Analisis harus berbasis biaya sistem, bukan 
preferensi ideologis pro atau anti-nuklir. 

Jika Indonesia memilih jalur nuklir, kedaulatan berarti membangun kompetensi regulator, operator, 
universitas, pemasok, dan sistem keselamatan domestik secara bertahap. Ketergantungan pada vendor 
tunggal justru dapat memindahkan kerentanan dari bahan bakar fosil menuju teknologi strategis baru. 

Dalam konteks energi nuklir: opsi strategis yang memerlukan tata kelola tinggi, Dari sudut keadilan 
antarwaktu, keputusan energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan masa 
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depan. Menunda investasi dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; 
sebaliknya, percepatan tanpa perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat 
mencari jalur transisi dengan biaya penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks energi nuklir: opsi strategis yang memerlukan tata kelola tinggi, Dari dimensi ekonomi, 
persoalan ini perlu dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan kerja, dan efek 
terhadap neraca perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat menjadi mahal 
ketika eksternalitas, kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena itu, evaluasi 
kebijakan seharusnya membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya 
biaya kas jangka pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks energi nuklir: opsi strategis yang memerlukan tata kelola tinggi, Dari dimensi 
kelembagaan, kualitas koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, 
regulator, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang 
berbeda. Tanpa pembagian peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, 
proyek dapat tertunda meskipun potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks energi nuklir: opsi strategis yang memerlukan tata kelola tinggi, Dari dimensi sosial, 
distribusi manfaat dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif 
terhadap kenaikan harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama 
menghadapi risiko kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik 
bila tidak menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya 
bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus 
diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila 
asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah 
pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik 
meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang energi nuklir: opsi strategis yang memerlukan tata kelola 
tinggi menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan 
teknologi dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi 
industri. Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, 
mengungkap trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta 
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memperbarui kebijakan ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar 
dan menyesuaikan diri, bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi dunia usaha, transisi perlu dibaca sebagai perubahan struktur biaya dan peluang investasi. 
Perusahaan yang lebih awal meningkatkan efisiensi, mengamankan pasokan energi rendah karbon, dan 
membangun kemampuan pelaporan emisi akan lebih siap menghadapi tuntutan pelanggan dan pasar 
ekspor. Sebaliknya, menunda adaptasi dapat menciptakan biaya penyesuaian yang lebih besar ketika 
standar global berubah dengan cepat. Dalam kerangka energi nuklir: opsi strategis yang memerlukan tata 
kelola tinggi, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap 
perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

15. Mineral Kritis, Baterai, dan Hilirisasi Hijau 

Transisi energi global meningkatkan permintaan nikel, tembaga, bauksit, dan mineral lain. Indonesia 
memperoleh peluang besar karena memiliki sumber daya penting bagi baterai dan elektrifikasi. Hilirisasi 
dapat mengubah posisi dari eksportir bahan mentah menjadi basis industri bernilai tambah. 

Tetapi hilirisasi tidak otomatis hijau. Bila smelter dan industri baterai bergantung pada listrik batubara 
berintensitas karbon tinggi, produk dapat menghadapi tekanan standar karbon global. Karena itu, 
industrialisasi mineral harus berjalan paralel dengan dekarbonisasi listrik. 

Nilai kedaulatan tidak berhenti pada smelter. Riset material, desain sel, battery management system, 
perangkat lunak, daur ulang, manufaktur mesin, dan kemampuan engineering menentukan bagian nilai 
tambah yang benar-benar tertahan di dalam negeri. 

Tata kelola mineral juga harus memperhatikan lingkungan, keselamatan kerja, hak masyarakat, dan 
rehabilitasi. Kedaulatan yang mengorbankan ekosistem dan komunitas lokal hanya memindahkan biaya 
pembangunan kepada kelompok yang paling lemah. 

Dalam konteks mineral kritis, baterai, dan hilirisasi hijau, Dari dimensi sosial, distribusi manfaat dan 
biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif terhadap kenaikan 
harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama menghadapi risiko 
kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik bila tidak 
menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya bagi 
Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan 
menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. 
Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, 
biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok 
rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks mineral kritis, baterai, dan hilirisasi hijau, Dari dimensi teknologi, pilihan hari ini 
menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan fasilitas industri memiliki umur 
panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola konsumsi puluhan tahun. Oleh sebab 
itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan sebagai nilai ekonomi, bukan sebagai 
tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Kedaulatan Energi Indonesia: Antara Fosil, Transisi Hijau, dan Kepentingan Ekonomi 
 
 
 

Halaman 28 

Dalam konteks mineral kritis, baterai, dan hilirisasi hijau, Dari dimensi lingkungan, transisi perlu 
menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula kualitas udara, air, 
keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan siklus hidup 
membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak dari satu 
wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks mineral kritis, baterai, dan hilirisasi hijau, Dari dimensi geopolitik, ketergantungan tidak 
hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari minyak dan gas menuju mineral, 
teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. Strategi kedaulatan yang matang 
karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, dan pembangunan kemampuan 
domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. 
Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme 
koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: 
apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan 
domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang mineral kritis, baterai, dan hilirisasi hijau menunjukkan 
bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi dengan 
struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. Karena itu, 
pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap trade-off 
secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan ketika 
bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, bukan 
ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi perguruan tinggi dan lembaga riset, agenda energi menuntut integrasi ilmu teknik, ekonomi, 
manajemen, hukum, lingkungan, dan ilmu sosial. Banyak kegagalan proyek bukan karena teknologinya tidak 
bekerja, melainkan karena desain kontrak, penerimaan sosial, tata kelola, atau model bisnis tidak memadai. 
Pendidikan energi karena itu harus melatih kemampuan lintas disiplin dan pemikiran sistem. Dalam kerangka 
mineral kritis, baterai, dan hilirisasi hijau, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi 
juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

16. Kendaraan Listrik dan Elektrifikasi Transportasi 

Kendaraan listrik berpotensi mengurangi konsumsi BBM, memperbaiki kualitas udara kota, dan 
menciptakan permintaan industri baru. Bagi Indonesia, manfaat strategisnya bertambah karena terkait rantai 
nilai baterai dan pengurangan impor minyak. 

Namun keberhasilan elektrifikasi transportasi bergantung pada sumber listrik. Semakin bersih sistem 
listrik, semakin besar manfaat emisi kendaraan listrik. Karena itu, kebijakan kendaraan dan kebijakan 
pembangkitan harus dipandang sebagai satu sistem. 

Insentif juga perlu dievaluasi dari sisi keadilan. Subsidi pembelian kendaraan pribadi yang mahal dapat 
lebih banyak dinikmati kelompok berpendapatan tinggi, sementara investasi bus listrik, kereta, trotoar, dan 
transportasi publik memberi manfaat sosial lebih luas. 
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Kedaulatan transportasi berarti mengurangi ketergantungan minyak sekaligus membangun ekosistem 
manufaktur, standardisasi baterai dan pengisian, daur ulang, perangkat lunak, serta transportasi publik yang 
efisien. 

Dalam konteks kendaraan listrik dan elektrifikasi transportasi, Dari dimensi geopolitik, ketergantungan 
tidak hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari minyak dan gas menuju 
mineral, teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. Strategi kedaulatan yang 
matang karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, dan pembangunan 
kemampuan domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks kendaraan listrik dan elektrifikasi transportasi, Dari perspektif manajemen risiko, 
kebijakan energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, cuaca, permintaan, 
dan kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi normal, tetapi rapuh 
ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi teknologi merupakan bentuk 
asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks kendaraan listrik dan elektrifikasi transportasi, Dari sudut keadilan antarwaktu, 
keputusan energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan masa depan. Menunda 
investasi dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; sebaliknya, percepatan 
tanpa perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat mencari jalur transisi dengan 
biaya penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks kendaraan listrik dan elektrifikasi transportasi, Dari dimensi ekonomi, persoalan ini perlu 
dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan kerja, dan efek terhadap neraca 
perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat menjadi mahal ketika eksternalitas, 
kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena itu, evaluasi kebijakan seharusnya 
membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya biaya kas jangka 
pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. 
Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme 
koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: 
apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan 
domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang kendaraan listrik dan elektrifikasi transportasi menunjukkan 
bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi dengan 
struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. Karena itu, 
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pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap trade-off 
secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan ketika 
bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, bukan 
ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi masyarakat, literasi energi menjadi bagian dari kewargaan modern. Konsumen perlu memahami 
bahwa keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan memiliki biaya yang harus dikelola bersama. 
Partisipasi publik yang informasional lebih mungkin menghasilkan kompromi yang adil dibanding kebijakan 
yang diputuskan secara tertutup dan baru dikomunikasikan ketika konflik muncul. Dalam kerangka 
kendaraan listrik dan elektrifikasi transportasi, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, 
tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

17. Pembiayaan Transisi: Biaya Modal sebagai Variabel Strategis 

Energi terbarukan memiliki biaya bahan bakar rendah, tetapi membutuhkan investasi awal besar. Karena 
itu, biaya modal sangat menentukan tarif akhir. Negara dengan risiko proyek tinggi, regulasi tidak pasti, atau 
kontrak kurang bankable dapat membayar listrik lebih mahal meskipun sumber dayanya melimpah. 

Pembiayaan transisi membutuhkan kombinasi APBN, BUMN, swasta, perbankan, pasar modal, 
pembiayaan multilateral, blended finance, dan instrumen hijau. Setiap sumber membawa persyaratan dan 
pembagian risiko yang berbeda. 

Skema internasional seperti kemitraan transisi energi dapat membantu, tetapi kedaulatan menuntut 
kemampuan Indonesia menetapkan prioritas sendiri. Pembiayaan murah harus diarahkan ke infrastruktur 
yang benar-benar memperkuat sistem nasional, bukan sekadar memenuhi preferensi proyek donor. 

Reformasi kebijakan yang menurunkan risiko sering lebih murah daripada subsidi investasi. Kepastian 
perizinan, kontrak yang adil, transparansi lelang, ketersediaan jaringan, dan penegakan hukum dapat 
menurunkan cost of capital secara struktural. 

Dalam konteks pembiayaan transisi: biaya modal sebagai variabel strategis, Dari dimensi ekonomi, 
persoalan ini perlu dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan kerja, dan efek 
terhadap neraca perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat menjadi mahal 
ketika eksternalitas, kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena itu, evaluasi 
kebijakan seharusnya membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya 
biaya kas jangka pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks pembiayaan transisi: biaya modal sebagai variabel strategis, Dari dimensi kelembagaan, 
kualitas koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, regulator, 
pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang berbeda. Tanpa 
pembagian peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, proyek dapat 
tertunda meskipun potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia adalah 
perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan 
proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
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terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks pembiayaan transisi: biaya modal sebagai variabel strategis, Dari dimensi sosial, 
distribusi manfaat dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif 
terhadap kenaikan harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama 
menghadapi risiko kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik 
bila tidak menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya 
bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus 
diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila 
asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah 
pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik 
meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks pembiayaan transisi: biaya modal sebagai variabel strategis, Dari dimensi teknologi, 
pilihan hari ini menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan fasilitas industri 
memiliki umur panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola konsumsi puluhan tahun. 
Oleh sebab itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan sebagai nilai ekonomi, bukan 
sebagai tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang pembiayaan transisi: biaya modal sebagai variabel strategis 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi pengambil keputusan, pelajaran yang penting adalah membedakan antara tujuan, instrumen, dan 
indikator. Tujuan seperti kedaulatan, keterjangkauan, atau dekarbonisasi tidak boleh dicampur dengan 
instrumen tertentu seolah-olah hanya ada satu jalan. Instrumen dapat berubah mengikuti teknologi dan 
kondisi pasar, sedangkan indikator harus memungkinkan publik menilai apakah tujuan benar-benar tercapai. 
Pemisahan ini mengurangi perdebatan ideologis dan memperbesar ruang bagi kebijakan berbasis bukti. 
Dalam kerangka pembiayaan transisi: biaya modal sebagai variabel strategis, prinsip tersebut penting agar 
transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

18. Transisi Berkeadilan: Pekerja, Daerah, dan Komunitas 

Transisi energi menciptakan pemenang dan pihak yang menanggung biaya. Daerah tambang batubara 
menghadapi risiko berkurangnya pendapatan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi ketika produksi menurun. 
Tanpa kebijakan khusus, transisi dapat memperlebar ketimpangan regional. 

Just transition menuntut pemetaan pekerja dan rantai pasok, program reskilling, jaminan sosial, 
dukungan UMKM, diversifikasi ekonomi daerah, serta pembiayaan reklamasi dan pemulihan lingkungan. 
Program harus dimulai sebelum penutupan aset, bukan setelah krisis muncul. 
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Masyarakat yang selama ini menanggung polusi harus menjadi penerima manfaat awal dari energi 
bersih. Akses listrik, kesehatan, kualitas lingkungan, dan kepemilikan lokal atas sebagian proyek dapat 
meningkatkan legitimasi transisi. 

Keadilan juga mencakup antargenerasi. Mempertahankan sistem murah hari ini dengan meninggalkan 
polusi, utang aset, dan kerusakan ekologis kepada generasi berikutnya bukanlah kedaulatan, melainkan 
pemindahan beban. 

Dalam konteks transisi berkeadilan: pekerja, daerah, dan komunitas, Dari dimensi teknologi, pilihan hari 
ini menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan fasilitas industri memiliki 
umur panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola konsumsi puluhan tahun. Oleh 
sebab itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan sebagai nilai ekonomi, bukan 
sebagai tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks transisi berkeadilan: pekerja, daerah, dan komunitas, Dari dimensi lingkungan, transisi 
perlu menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula kualitas udara, air, 
keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan siklus hidup 
membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak dari satu 
wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks transisi berkeadilan: pekerja, daerah, dan komunitas, Dari dimensi geopolitik, 
ketergantungan tidak hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari minyak dan 
gas menuju mineral, teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. Strategi 
kedaulatan yang matang karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, dan 
pembangunan kemampuan domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks transisi berkeadilan: pekerja, daerah, dan komunitas, Dari perspektif manajemen risiko, 
kebijakan energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, cuaca, permintaan, 
dan kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi normal, tetapi rapuh 
ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi teknologi merupakan bentuk 
asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 
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Secara keseluruhan, pembahasan tentang transisi berkeadilan: pekerja, daerah, dan komunitas 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi dunia usaha, transisi perlu dibaca sebagai perubahan struktur biaya dan peluang investasi. 
Perusahaan yang lebih awal meningkatkan efisiensi, mengamankan pasokan energi rendah karbon, dan 
membangun kemampuan pelaporan emisi akan lebih siap menghadapi tuntutan pelanggan dan pasar 
ekspor. Sebaliknya, menunda adaptasi dapat menciptakan biaya penyesuaian yang lebih besar ketika 
standar global berubah dengan cepat. Dalam kerangka transisi berkeadilan: pekerja, daerah, dan komunitas, 
prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, 
ekonomi, dan teknologi. 

19. Keadilan Spasial: Indonesia Barat, Timur, Pulau Besar, dan Pulau Kecil 

Biaya energi di Indonesia sangat dipengaruhi geografi. Sistem kecil di pulau terpencil sering bergantung 
pada diesel dengan biaya tinggi dan logistik rumit. Ironisnya, wilayah dengan akses energi paling lemah dapat 
memiliki potensi surya, angin, hidro, atau bioenergi lokal yang baik. 

Program transisi perlu memberi prioritas pada penggantian diesel mahal dengan sistem hibrida 
terbarukan dan storage di lokasi yang layak. Ini dapat menurunkan subsidi, meningkatkan keandalan, dan 
mengurangi ketergantungan pada rantai pasok BBM yang rentan cuaca. 

Namun kapasitas kelembagaan daerah berbeda-beda. Pemerintah pusat perlu menyediakan standar 
teknis, dukungan pembiayaan, data, dan model bisnis yang memungkinkan pemerintah daerah, koperasi, 
BUMD, serta komunitas berpartisipasi. 

Kedaulatan energi nasional pada akhirnya diuji dari tingkat layanan di desa terpencil, bukan hanya dari 
kapasitas pembangkit nasional. Keadilan spasial harus menjadi indikator performa utama. 

Dalam konteks keadilan spasial: indonesia barat, timur, pulau besar, dan pulau kecil, Dari perspektif 
manajemen risiko, kebijakan energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, 
cuaca, permintaan, dan kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi 
normal, tetapi rapuh ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi 
teknologi merupakan bentuk asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks keadilan spasial: indonesia barat, timur, pulau besar, dan pulau kecil, Dari sudut 
keadilan antarwaktu, keputusan energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan 
masa depan. Menunda investasi dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; 
sebaliknya, percepatan tanpa perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat 
mencari jalur transisi dengan biaya penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
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urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks keadilan spasial: indonesia barat, timur, pulau besar, dan pulau kecil, Dari dimensi 
ekonomi, persoalan ini perlu dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan 
kerja, dan efek terhadap neraca perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat 
menjadi mahal ketika eksternalitas, kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena 
itu, evaluasi kebijakan seharusnya membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, 
bukan hanya biaya kas jangka pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks keadilan spasial: indonesia barat, timur, pulau besar, dan pulau kecil, Dari dimensi 
kelembagaan, kualitas koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, 
regulator, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang 
berbeda. Tanpa pembagian peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, 
proyek dapat tertunda meskipun potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang keadilan spasial: indonesia barat, timur, pulau besar, dan 
pulau kecil menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan 
menghubungkan teknologi dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, 
dan strategi industri. Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan 
skenario, mengungkap trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta 
memperbarui kebijakan ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar 
dan menyesuaikan diri, bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi perguruan tinggi dan lembaga riset, agenda energi menuntut integrasi ilmu teknik, ekonomi, 
manajemen, hukum, lingkungan, dan ilmu sosial. Banyak kegagalan proyek bukan karena teknologinya tidak 
bekerja, melainkan karena desain kontrak, penerimaan sosial, tata kelola, atau model bisnis tidak memadai. 
Pendidikan energi karena itu harus melatih kemampuan lintas disiplin dan pemikiran sistem. Dalam kerangka 
keadilan spasial: indonesia barat, timur, pulau besar, dan pulau kecil, prinsip tersebut penting agar 
transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

20. Ekonomi Politik Energi: Kepentingan, Institusi, dan Resistensi 

Perubahan 

Sistem energi dibentuk oleh investasi besar, kontrak jangka panjang, kepentingan fiskal, jaringan bisnis, 
dan institusi yang telah berkembang selama puluhan tahun. Karena itu, perubahan teknologi tidak otomatis 
menghasilkan perubahan kebijakan. 
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Pemilik aset fosil memiliki insentif mempertahankan utilisasi agar investasi kembali, sedangkan 
pengembang teknologi baru menuntut akses pasar dan jaringan. Pemerintah berada di tengah antara 
kepentingan konsumen, fiskal, BUMN, swasta, daerah, pekerja, dan komitmen iklim. 

Analisis transisi harus mengenali path dependence dan lock-in. Kontrak take-or-pay, kapasitas berlebih, 
harga yang diatur, serta subsidi dapat memperlambat masuknya teknologi baru meskipun secara teknis lebih 
murah. 

Reformasi membutuhkan sequencing. Perubahan tarif tanpa perlindungan sosial akan ditolak; pensiun 
pembangkit tanpa pengganti akan mengganggu keandalan; percepatan EBT tanpa jaringan akan 
menghasilkan curtailment. Politik transisi yang cerdas mengurutkan reformasi agar manfaat muncul cukup 
cepat untuk mempertahankan dukungan publik. 

Dalam konteks ekonomi politik energi: kepentingan, institusi, dan resistensi perubahan, Dari dimensi 
kelembagaan, kualitas koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, 
regulator, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang 
berbeda. Tanpa pembagian peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, 
proyek dapat tertunda meskipun potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks ekonomi politik energi: kepentingan, institusi, dan resistensi perubahan, Dari dimensi 
sosial, distribusi manfaat dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih 
sensitif terhadap kenaikan harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama 
menghadapi risiko kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik 
bila tidak menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya 
bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus 
diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila 
asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah 
pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik 
meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks ekonomi politik energi: kepentingan, institusi, dan resistensi perubahan, Dari dimensi 
teknologi, pilihan hari ini menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan 
fasilitas industri memiliki umur panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola 
konsumsi puluhan tahun. Oleh sebab itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan 
sebagai nilai ekonomi, bukan sebagai tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya 
kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, 
pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian 
membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, 
ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh 
perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks ekonomi politik energi: kepentingan, institusi, dan resistensi perubahan, Dari dimensi 
lingkungan, transisi perlu menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula 
kualitas udara, air, keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan 
siklus hidup membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak 
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dari satu wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang ekonomi politik energi: kepentingan, institusi, dan resistensi 
perubahan menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan 
menghubungkan teknologi dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, 
dan strategi industri. Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan 
skenario, mengungkap trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta 
memperbarui kebijakan ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar 
dan menyesuaikan diri, bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi masyarakat, literasi energi menjadi bagian dari kewargaan modern. Konsumen perlu memahami 
bahwa keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan memiliki biaya yang harus dikelola bersama. 
Partisipasi publik yang informasional lebih mungkin menghasilkan kompromi yang adil dibanding kebijakan 
yang diputuskan secara tertutup dan baru dikomunikasikan ketika konflik muncul. Dalam kerangka ekonomi 
politik energi: kepentingan, institusi, dan resistensi perubahan, prinsip tersebut penting agar transformasi 
tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

21. Geopolitik Energi dan Rantai Pasok Baru 

Transisi energi tidak menghapus geopolitik; ia mengubah objeknya. Ketergantungan minyak dan gas 
dapat berkurang, tetapi ketergantungan baru muncul pada mineral kritis, panel surya, baterai, 
semikonduktor daya, perangkat lunak, dan teknologi jaringan. 

Indonesia perlu menghindari dua ekstrem: menutup diri atas nama kemandirian atau membuka seluruh 
rantai nilai tanpa strategi. Diversifikasi pemasok, kerja sama teknologi, standar interoperabilitas, dan 
pengembangan industri domestik harus berjalan bersama. 

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan besar, produsen mineral penting, dan pasar energi 
berkembang memberi daya tawar. Daya tawar tersebut harus digunakan untuk transfer kemampuan, akses 
pembiayaan, dan pembangunan rantai nilai, bukan sekadar memperoleh investasi ekstraktif. 

Diplomasi energi juga perlu terhubung dengan diplomasi perdagangan dan iklim. Standar jejak karbon, 
mekanisme penyesuaian karbon, dan tuntutan rantai pasok hijau akan semakin memengaruhi ekspor 
industri Indonesia. 

Dalam konteks geopolitik energi dan rantai pasok baru, Dari dimensi lingkungan, transisi perlu 
menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula kualitas udara, air, 
keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan siklus hidup 
membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak dari satu 
wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 
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Dalam konteks geopolitik energi dan rantai pasok baru, Dari dimensi geopolitik, ketergantungan tidak 
hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari minyak dan gas menuju mineral, 
teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. Strategi kedaulatan yang matang 
karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, dan pembangunan kemampuan 
domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. 
Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme 
koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: 
apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan 
domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks geopolitik energi dan rantai pasok baru, Dari perspektif manajemen risiko, kebijakan 
energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, cuaca, permintaan, dan 
kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi normal, tetapi rapuh 
ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi teknologi merupakan bentuk 
asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks geopolitik energi dan rantai pasok baru, Dari sudut keadilan antarwaktu, keputusan 
energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan masa depan. Menunda investasi 
dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; sebaliknya, percepatan tanpa 
perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat mencari jalur transisi dengan biaya 
penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang geopolitik energi dan rantai pasok baru menunjukkan bahwa 
pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi dengan struktur 
insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. Karena itu, pemerintah 
perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap trade-off secara terbuka, 
menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan ketika bukti baru tersedia. 
Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, bukan ketika kebijakan 
dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi pengambil keputusan, pelajaran yang penting adalah membedakan antara tujuan, instrumen, dan 
indikator. Tujuan seperti kedaulatan, keterjangkauan, atau dekarbonisasi tidak boleh dicampur dengan 
instrumen tertentu seolah-olah hanya ada satu jalan. Instrumen dapat berubah mengikuti teknologi dan 
kondisi pasar, sedangkan indikator harus memungkinkan publik menilai apakah tujuan benar-benar tercapai. 
Pemisahan ini mengurangi perdebatan ideologis dan memperbesar ruang bagi kebijakan berbasis bukti. 
Dalam kerangka geopolitik energi dan rantai pasok baru, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak 
hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 
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22. Skenario 2030-2060: Tiga Jalur Kedaulatan Energi 

Skenario pertama adalah kelanjutan fosil dengan perubahan lambat. Jalur ini memberi kenyamanan 
jangka pendek karena menggunakan aset yang ada, tetapi meningkatkan risiko impor minyak, tekanan emisi, 
stranded assets, dan kehilangan peluang industri hijau. 

Skenario kedua adalah percepatan hijau yang tidak terkoordinasi. Kapasitas terbarukan tumbuh, tetapi 
jaringan, storage, manufaktur, tenaga kerja, dan mekanisme tarif tertinggal. Hasilnya dapat berupa 
curtailment, biaya sistem tinggi, dan resistensi sosial. 

Skenario ketiga adalah transisi terkelola menuju kedaulatan rendah karbon. Investasi jaringan 
mendahului kebutuhan, pensiun fosil disusun berdasarkan umur dan efisiensi, EBT dibangun melalui lelang 
kompetitif, perlindungan sosial disiapkan, dan industri domestik dikembangkan pada rantai nilai yang 
realistis. 

Jalur ketiga paling konsisten dengan kedaulatan karena tidak mempertentangkan keamanan energi dan 
dekarbonisasi. Keduanya diperlakukan sebagai tujuan bersama melalui diversifikasi, fleksibilitas, efisiensi, 
teknologi, dan kapasitas institusi. 

Dalam konteks skenario 2030-2060: tiga jalur kedaulatan energi, Dari sudut keadilan antarwaktu, 
keputusan energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan masa depan. Menunda 
investasi dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; sebaliknya, percepatan 
tanpa perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat mencari jalur transisi dengan 
biaya penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks skenario 2030-2060: tiga jalur kedaulatan energi, Dari dimensi ekonomi, persoalan ini 
perlu dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan kerja, dan efek terhadap 
neraca perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat menjadi mahal ketika 
eksternalitas, kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena itu, evaluasi kebijakan 
seharusnya membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya biaya kas 
jangka pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks skenario 2030-2060: tiga jalur kedaulatan energi, Dari dimensi kelembagaan, kualitas 
koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, regulator, pemerintah 
daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang berbeda. Tanpa pembagian 
peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, proyek dapat tertunda meskipun 
potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Kedaulatan Energi Indonesia: Antara Fosil, Transisi Hijau, dan Kepentingan Ekonomi 
 
 
 

Halaman 39 

menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks skenario 2030-2060: tiga jalur kedaulatan energi, Dari dimensi sosial, distribusi manfaat 
dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif terhadap kenaikan 
harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama menghadapi risiko 
kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik bila tidak 
menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya bagi 
Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan 
menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. 
Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, 
biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok 
rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang skenario 2030-2060: tiga jalur kedaulatan energi 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi dunia usaha, transisi perlu dibaca sebagai perubahan struktur biaya dan peluang investasi. 
Perusahaan yang lebih awal meningkatkan efisiensi, mengamankan pasokan energi rendah karbon, dan 
membangun kemampuan pelaporan emisi akan lebih siap menghadapi tuntutan pelanggan dan pasar 
ekspor. Sebaliknya, menunda adaptasi dapat menciptakan biaya penyesuaian yang lebih besar ketika 
standar global berubah dengan cepat. Dalam kerangka skenario 2030-2060: tiga jalur kedaulatan energi, 
prinsip tersebut penting agar transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, 
ekonomi, dan teknologi. 

23. Agenda Kebijakan 2026-2030: Dari Komitmen ke Eksekusi 

Pertama, pemerintah perlu menyatukan perencanaan energi, industri, transportasi, fiskal, dan tata 
ruang. Target energi yang tidak sinkron dengan lokasi industri, jaringan, dan kebutuhan transportasi akan 
menghasilkan investasi suboptimal. 

Kedua, percepatan transmisi, gardu induk, smart grid, dan storage harus menjadi proyek nasional 
dengan tata kelola yang kuat. Tidak ada transisi energi tanpa jaringan yang mampu mengalirkan dan 
menyeimbangkan listrik bersih. 

Ketiga, reformasi pengadaan dan kontrak EBT perlu menurunkan risiko proyek dan biaya modal. Lelang 
kompetitif, transparansi, kepastian interkoneksi, dan jadwal pengadaan yang dapat diprediksi lebih efektif 
daripada negosiasi ad hoc. 

Keempat, reformasi subsidi harus diarahkan pada perlindungan rumah tangga rentan dan produktivitas, 
bukan konsumsi energi murah tanpa batas. Penghematan sebagian dapat dialihkan untuk transportasi 
publik, efisiensi, dan akses energi. 

Kelima, Indonesia perlu membangun strategi industri hijau berbasis kemampuan: baterai, komponen 
jaringan, power electronics, engineering, perangkat lunak, operasi dan pemeliharaan, serta daur ulang. 
Tingkat kandungan lokal harus mendorong pembelajaran dan daya saing, bukan sekadar menaikkan biaya. 
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Keenam, strategi transisi daerah perlu disusun untuk wilayah batubara dan pusat industri fosil. Dana 
diversifikasi, reskilling, pemulihan lahan, dan pengembangan ekonomi baru harus memiliki indikator, sumber 
dana, dan jadwal yang jelas. 

Ketujuh, tata kelola data energi perlu diperkuat. Publik, investor, peneliti, dan pemerintah daerah 
membutuhkan data produksi, konsumsi, emisi, tarif, jaringan, dan proyek yang konsisten agar keputusan 
dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. 

Dalam konteks agenda kebijakan 2026-2030: dari komitmen ke eksekusi, Dari dimensi sosial, distribusi 
manfaat dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif terhadap 
kenaikan harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama menghadapi risiko 
kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik bila tidak 
menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya bagi 
Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan 
menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. 
Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, 
biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok 
rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks agenda kebijakan 2026-2030: dari komitmen ke eksekusi, Dari dimensi teknologi, pilihan 
hari ini menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan fasilitas industri 
memiliki umur panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola konsumsi puluhan tahun. 
Oleh sebab itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan sebagai nilai ekonomi, bukan 
sebagai tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks agenda kebijakan 2026-2030: dari komitmen ke eksekusi, Dari dimensi lingkungan, 
transisi perlu menghindari penilaian yang sempit. Emisi karbon penting, tetapi begitu pula kualitas udara, air, 
keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, limbah, dan dampak kesehatan. Pendekatan siklus hidup 
membantu membandingkan teknologi secara lebih jujur dan mencegah pemindahan dampak dari satu 
wilayah atau kelompok ke wilayah lain. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks agenda kebijakan 2026-2030: dari komitmen ke eksekusi, Dari dimensi geopolitik, 
ketergantungan tidak hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari minyak dan 
gas menuju mineral, teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. Strategi 
kedaulatan yang matang karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, dan 
pembangunan kemampuan domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
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menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang agenda kebijakan 2026-2030: dari komitmen ke eksekusi 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi perguruan tinggi dan lembaga riset, agenda energi menuntut integrasi ilmu teknik, ekonomi, 
manajemen, hukum, lingkungan, dan ilmu sosial. Banyak kegagalan proyek bukan karena teknologinya tidak 
bekerja, melainkan karena desain kontrak, penerimaan sosial, tata kelola, atau model bisnis tidak memadai. 
Pendidikan energi karena itu harus melatih kemampuan lintas disiplin dan pemikiran sistem. Dalam kerangka 
agenda kebijakan 2026-2030: dari komitmen ke eksekusi, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak 
hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 

24. Kerangka Strategis: Kedaulatan Energi sebagai Kapabilitas Nasional 

Kedaulatan energi sebaiknya dipahami sebagai kapabilitas nasional untuk menyerap guncangan, 
mengganti sumber yang terganggu, mempercepat teknologi yang lebih baik, dan mendistribusikan manfaat 
secara adil. Dengan definisi ini, negara tidak harus menghasilkan seluruh energinya sendiri, tetapi harus 
memiliki pilihan yang cukup. 

Kapabilitas tersebut dibangun melalui lima pilar: diversifikasi sumber, infrastruktur fleksibel, institusi 
yang kredibel, kemampuan teknologi dan industri, serta legitimasi sosial. Kelemahan satu pilar dapat 
menggagalkan pilar lain. 

Keberhasilan juga perlu diukur dengan indikator yang lebih luas: intensitas energi ekonomi, 
ketergantungan impor, jam gangguan listrik, porsi pengeluaran energi rumah tangga miskin, emisi per kWh, 
kandungan kemampuan lokal, biaya modal, serta kecepatan koneksi proyek EBT. 

Dengan indikator seperti ini, perdebatan energi dapat bergeser dari simbolisme menuju kinerja. 
Kedaulatan bukan slogan tentang memiliki sumber daya, melainkan kemampuan nyata mengubah sumber 
daya menjadi layanan energi, kesejahteraan, teknologi, dan daya saing. 

Dalam konteks kerangka strategis: kedaulatan energi sebagai kapabilitas nasional, Dari dimensi 
geopolitik, ketergantungan tidak hilang ketika bauran energi berubah. Ketergantungan dapat berpindah dari 
minyak dan gas menuju mineral, teknologi baterai, komponen jaringan, perangkat lunak, atau pembiayaan. 
Strategi kedaulatan yang matang karena itu menekankan diversifikasi, interoperabilitas, cadangan strategis, 
dan pembangunan kemampuan domestik. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks kerangka strategis: kedaulatan energi sebagai kapabilitas nasional, Dari perspektif 
manajemen risiko, kebijakan energi harus dirancang untuk menghadapi ketidakpastian harga, teknologi, 
cuaca, permintaan, dan kebijakan global. Portofolio yang terlalu terkonsentrasi terlihat efisien pada kondisi 
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normal, tetapi rapuh ketika terjadi guncangan. Diversifikasi, cadangan, respons permintaan, dan opsi 
teknologi merupakan bentuk asuransi sistem. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang 
tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, 
indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan 
energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Dalam konteks kerangka strategis: kedaulatan energi sebagai kapabilitas nasional, Dari sudut keadilan 
antarwaktu, keputusan energi selalu membagi manfaat dan beban antara generasi sekarang dan masa 
depan. Menunda investasi dapat menekan tarif hari ini tetapi meningkatkan biaya penyesuaian kelak; 
sebaliknya, percepatan tanpa perencanaan dapat membebani konsumen saat ini. Kebijakan yang sehat 
mencari jalur transisi dengan biaya penyesuaian minimum sepanjang waktu. Implikasinya bagi Indonesia 
adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi 
urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks kerangka strategis: kedaulatan energi sebagai kapabilitas nasional, Dari dimensi 
ekonomi, persoalan ini perlu dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan 
kerja, dan efek terhadap neraca perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat 
menjadi mahal ketika eksternalitas, kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena 
itu, evaluasi kebijakan seharusnya membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, 
bukan hanya biaya kas jangka pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak 
berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator 
kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi 
dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis 
menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang 
memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang kerangka strategis: kedaulatan energi sebagai kapabilitas 
nasional menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan 
teknologi dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi 
industri. Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, 
mengungkap trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta 
memperbarui kebijakan ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar 
dan menyesuaikan diri, bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi masyarakat, literasi energi menjadi bagian dari kewargaan modern. Konsumen perlu memahami 
bahwa keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan memiliki biaya yang harus dikelola bersama. 
Partisipasi publik yang informasional lebih mungkin menghasilkan kompromi yang adil dibanding kebijakan 
yang diputuskan secara tertutup dan baru dikomunikasikan ketika konflik muncul. Dalam kerangka kerangka 
strategis: kedaulatan energi sebagai kapabilitas nasional, prinsip tersebut penting agar transformasi tidak 
hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 
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25. Penutup: Menyatukan Energi, Ekonomi, dan Keadilan 

Indonesia tidak kekurangan pilihan energi; tantangan utamanya adalah memilih kombinasi, urutan, dan 
institusi yang tepat. Fosil masih memiliki fungsi dalam fase transisi, tetapi harus ditempatkan dalam strategi 
penurunan risiko, bukan dijadikan alasan menunda perubahan. 

Energi hijau juga bukan solusi otomatis. Ia memerlukan jaringan, penyimpanan, pembiayaan, industri, 
regulasi, tenaga kerja, dan legitimasi masyarakat. Tanpa itu, potensi besar akan tetap menjadi angka di 
dokumen perencanaan. 

Kepentingan ekonomi jangka pendek dan transisi hijau tidak harus selalu bertentangan. Investasi 
jaringan, efisiensi, energi domestik, transportasi publik, dan industri teknologi bersih dapat sekaligus 
meningkatkan ketahanan, mengurangi impor, membuka pekerjaan, dan menekan emisi. 

Kedaulatan energi Indonesia pada abad ke-21 harus berarti kemampuan menentukan masa depan 
energi sendiri dengan tetap terhubung pada ekonomi dunia: berani memanfaatkan sumber daya, tetapi juga 
berani mengubah struktur lama; menjaga keterjangkauan, tetapi tidak mengabaikan biaya tersembunyi; 
mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan manfaatnya inklusif dan berkelanjutan. 

Dalam konteks penutup: menyatukan energi, ekonomi, dan keadilan, Dari dimensi ekonomi, persoalan 
ini perlu dibaca melalui biaya total sistem, biaya modal, produktivitas, kesempatan kerja, dan efek terhadap 
neraca perdagangan. Harga yang terlihat murah pada satu titik rantai nilai dapat menjadi mahal ketika 
eksternalitas, kebutuhan jaringan, subsidi, atau risiko volatilitas dimasukkan. Karena itu, evaluasi kebijakan 
seharusnya membandingkan alternatif berdasarkan manfaat sosial jangka panjang, bukan hanya biaya kas 
jangka pendek. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target 
nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks penutup: menyatukan energi, ekonomi, dan keadilan, Dari dimensi kelembagaan, 
kualitas koordinasi sering sama pentingnya dengan pilihan teknologi. Kementerian, BUMN, regulator, 
pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku swasta bekerja dengan mandat yang berbeda. Tanpa 
pembagian peran, data bersama, jadwal yang konsisten, dan mekanisme akuntabilitas, proyek dapat 
tertunda meskipun potensi sumber daya dan pembiayaan tersedia. Implikasinya bagi Indonesia adalah 
perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan 
proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan 
demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih 
terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan 
memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks penutup: menyatukan energi, ekonomi, dan keadilan, Dari dimensi sosial, distribusi 
manfaat dan biaya harus menjadi perhatian utama. Kelompok berpendapatan rendah lebih sensitif terhadap 
kenaikan harga energi, sementara pekerja dan daerah yang bergantung pada industri lama menghadapi risiko 
kehilangan pendapatan. Kebijakan yang secara teknis optimal dapat gagal secara politik bila tidak 
menyediakan kompensasi, partisipasi, dan jalur penyesuaian yang dapat dipercaya. Implikasinya bagi 
Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada target nominal. Target harus diterjemahkan 
menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan mekanisme koreksi bila asumsi berubah. 
Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, 
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biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, kemampuan domestik meningkat, dan kelompok 
rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Dalam konteks penutup: menyatukan energi, ekonomi, dan keadilan, Dari dimensi teknologi, pilihan hari 
ini menciptakan path dependence karena pembangkit, jaringan, kendaraan, dan fasilitas industri memiliki 
umur panjang. Infrastruktur yang dibangun sekarang dapat mengunci pola konsumsi puluhan tahun. Oleh 
sebab itu, fleksibilitas dan kompatibilitas masa depan perlu diperlakukan sebagai nilai ekonomi, bukan 
sebagai tambahan teknis. Implikasinya bagi Indonesia adalah perlunya kebijakan yang tidak berhenti pada 
target nominal. Target harus diterjemahkan menjadi urutan proyek, pembagian risiko, indikator kinerja, dan 
mekanisme koreksi bila asumsi berubah. Pendekatan demikian membuat kedaulatan energi dapat diuji 
melalui hasil: apakah pasokan lebih andal, biaya lebih terkendali, ketergantungan strategis menurun, 
kemampuan domestik meningkat, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai. 

Secara keseluruhan, pembahasan tentang penutup: menyatukan energi, ekonomi, dan keadilan 
menunjukkan bahwa pilihan energi tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan menghubungkan teknologi 
dengan struktur insentif, kapasitas institusi, kondisi wilayah, perilaku konsumen, dan strategi industri. 
Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan disiplin evaluasi: membandingkan skenario, mengungkap 
trade-off secara terbuka, menguji sensitivitas terhadap harga dan permintaan, serta memperbarui kebijakan 
ketika bukti baru tersedia. Kedaulatan justru diperkuat ketika sistem mampu belajar dan menyesuaikan diri, 
bukan ketika kebijakan dipertahankan hanya karena telah menjadi kebiasaan. 

Bagi pengambil keputusan, pelajaran yang penting adalah membedakan antara tujuan, instrumen, dan 
indikator. Tujuan seperti kedaulatan, keterjangkauan, atau dekarbonisasi tidak boleh dicampur dengan 
instrumen tertentu seolah-olah hanya ada satu jalan. Instrumen dapat berubah mengikuti teknologi dan 
kondisi pasar, sedangkan indikator harus memungkinkan publik menilai apakah tujuan benar-benar tercapai. 
Pemisahan ini mengurangi perdebatan ideologis dan memperbesar ruang bagi kebijakan berbasis bukti. 
Dalam kerangka penutup: menyatukan energi, ekonomi, dan keadilan, prinsip tersebut penting agar 
transformasi tidak hanya cepat, tetapi juga tahan terhadap perubahan politik, ekonomi, dan teknologi. 
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Glossarium 

Bauran energi: Komposisi berbagai sumber energi dalam konsumsi atau pembangkitan pada suatu sistem. 

BESS: Battery Energy Storage System; sistem penyimpanan listrik berbasis baterai. 

CCUS: Carbon Capture, Utilization and Storage; teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan 
karbon. 

Cost of capital: Biaya pendanaan yang harus ditanggung proyek dari kombinasi utang dan ekuitas. 

Curtailment: Pengurangan produksi pembangkit karena listrik tidak dapat diserap atau disalurkan oleh 
sistem. 

Demand response: Pengelolaan konsumsi listrik agar beban berubah mengikuti kondisi sistem atau sinyal 
harga. 

Dekarbonisasi: Proses menurunkan intensitas emisi karbon dari kegiatan ekonomi dan energi. 

DMO: Domestic Market Obligation; kewajiban memasok sebagian komoditas untuk kebutuhan domestik. 

EBT: Energi Baru dan Terbarukan. 

Efisiensi energi: Penggunaan energi yang lebih sedikit untuk menghasilkan tingkat layanan atau output yang 
sama. 

Energy security: Ketahanan energi; kemampuan menjamin pasokan energi yang tersedia, terjangkau, andal, 
dan dapat diterima. 

Flexibility: Kemampuan sistem listrik menyesuaikan pasokan dan permintaan secara cepat. 

Green Super Grid: Jaringan transmisi skala luas yang memungkinkan integrasi sumber energi terbarukan 
antarwilayah. 

Hilirisasi: Peningkatan pengolahan dan nilai tambah komoditas di dalam negeri. 

Interkoneksi: Penghubungan dua atau lebih sistem listrik agar dapat saling bertukar daya. 

Just transition: Transisi berkeadilan yang memperhatikan pekerja, komunitas, dan wilayah terdampak 
perubahan sistem energi. 

Kedaulatan energi: Kemampuan suatu negara dan masyarakat menentukan arah sistem energi serta 
mengendalikan kerentanan strategisnya. 

Kemandirian energi: Kemampuan memenuhi kebutuhan energi dengan ketergantungan eksternal yang 
dapat dikelola. 

Lock-in: Kondisi ketika investasi, aturan, atau kebiasaan membuat suatu teknologi sulit digantikan. 

Microgrid: Sistem listrik lokal yang dapat beroperasi terhubung atau terpisah dari jaringan utama. 

NZE: Net Zero Emissions; kondisi ketika emisi gas rumah kaca bersih mencapai nol. 

Pumped storage: Penyimpanan energi dengan memompa air ke elevasi lebih tinggi dan melepasnya kembali 
untuk menghasilkan listrik. 

RUPTL: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 

Smart grid: Jaringan listrik yang menggunakan sensor, komunikasi, otomasi, dan analitik digital. 

Stranded asset: Aset yang kehilangan nilai ekonominya sebelum akhir umur teknis akibat perubahan pasar, 
teknologi, atau kebijakan. 

Transisi energi: Perubahan struktural dari sistem energi dominan menuju sistem yang lebih bersih, efisien, 
dan rendah karbon. 

VRE: Variable Renewable Energy; energi terbarukan variabel seperti surya dan angin. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Kedaulatan Energi Indonesia: Antara Fosil, Transisi Hijau, dan Kepentingan Ekonomi 
 
 
 

Halaman 46 

 

Daftar Pustaka 

Format APA 7. DOI dicantumkan untuk sumber akademik yang memilikinya. Dokumen kebijakan dan laporan 
institusional pada umumnya tidak memiliki DOI. 

Carley, S., & Konisky, D. M. (2020). The justice and equity implications of the clean energy transition. Nature 
Energy, 5, 569-577. https://doi.org/10.1038/s41560-020-0641-6  

Cherp, A., & Jewell, J. (2014). The concept of energy security: Beyond the four As. Energy Policy, 75, 415-421. 
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.09.005  

Geels, F. W. (2002). Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level 
perspective and a case-study. Research Policy, 31(8-9), 1257-1274. https://doi.org/10.1016/S0048-
7333(02)00062-8  

Heffron, R. J., & McCauley, D. (2018). What is the “just transition”? Geoforum, 88, 74-77. 
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.11.016  

International Energy Agency. (2022). An energy sector roadmap to net zero emissions in Indonesia. IEA. 

International Energy Agency. (2023). Southeast Asia energy outlook 2022. IEA. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025). Handbook of Energy & Economic 
Statistics of Indonesia 2024. Kementerian ESDM. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026, January 8). Pertama kalinya dalam 
9 tahun, lifting minyak bumi lewati target APBN. Kementerian ESDM. 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2026, January 9). Bauran EBT di sektor 
listrik lampaui target RUKN. Kementerian ESDM. 

Markard, J., Raven, R., & Truffer, B. (2012). Sustainability transitions: An emerging field of research and its 
prospects. Research Policy, 41(6), 955-967. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.02.013  

McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Jenkins, K. (2013). Advancing energy justice: The triumvirate of 
tenets. International Energy Law Review, 32(3), 107-110. 

Owusu, P. A., & Asumadu-Sarkodie, S. (2016). A review of renewable energy sources, sustainability issues 
and climate change mitigation. Cogent Engineering, 3(1), 1167990. 
https://doi.org/10.1080/23311916.2016.1167990  

PLN. (2025). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. PT PLN 
(Persero). 

PLN. (2025, May 28). Tingkatkan bauran EBT hingga 2034, PLN siap jalankan RUPTL terhijau sepanjang 
sejarah. PT PLN (Persero). 

PLN. (2025, June 3). RUPTL 2025-2034: PLN siap bangun Green Super Grid sepanjang 47.758 kms. PT PLN 
(Persero). 

Sovacool, B. K. (2012). The methodological challenges of creating a comprehensive energy security index. 
Energy Policy, 48, 835-840. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.02.017  

Sovacool, B. K., Burke, M., Baker, L., Kotikalapudi, C. K., & Wlokas, H. (2017). New frontiers and conceptual 
frameworks for energy justice. Energy Policy, 105, 677-691. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.005  

https://doi.org/10.1038/s41560-020-0641-6
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.09.005
https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00062-8
https://doi.org/10.1016/S0048-7333(02)00062-8
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.11.016
https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.02.013
https://doi.org/10.1080/23311916.2016.1167990
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.02.017
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.005


Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD  |  Kedaulatan Energi Indonesia: Antara Fosil, Transisi Hijau, dan Kepentingan Ekonomi 
 
 
 

Halaman 47 

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2022). Enhanced nationally determined 
contribution: Republic of Indonesia. UNFCCC. 

World Bank. (2023). Indonesia country climate and development report. World Bank. 

IRENA. (2023). Renewable energy outlook for ASEAN: Towards a regional energy transition (2nd ed.). 
International Renewable Energy Agency. 


